ABSTRAK

Penulisan ini  bertujuan untuk mengetahui  Eksistensi  Badan
Permusyawaratan Desa dalam Mengawasi Pelaksanaan Dana. Badan
Permusyawaratan Desa berkedudukan sejajar dengan Kepala Desa dan menjadi
mitra dari pemerintah desa dan merupakan lembaga perwakilan masyarakat yang
melekat didalamnya fungsi perwakilan dari segenap unsur masyarakat serta
merupakan kontrol terhadap jalannya penyelenggaraan roda Pemerintahan Desa.
Idealnya, kehadiran Badan Permusyawaratan Desa akan membawa perubahan
dalam dinamika sosial dan politik desa. Sebagai elemen penting yang dianggap
bisa menjadi motor penggerak demokratisasi desa. Badan Permusyawaratan Desa
yang merupakan lembaga yang mempunyai peran yang strategis di Desa
diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam
hal penggunaan anggaran dan pengawasan terhadap kinerja Kades.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
metode penelitian hukum Normatif, yaitu memahami azas-azas dalam peraturan
Perundang-undangan. Adapun pendekatan yang digunakn adalah pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
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ABSTRACT

This writing aims to find out the existence of the Village Consultative
Board in overseeing the Implementation of Funds. The Village Consultative Body
is located parallel to the Village Head and becomes a partner of the village
government and is a representative institution of the community inherent in the
function of representation of all elements of society as well as the control over the
running of village governance. Ideally, the presence of the Village Deliberative
Council will bring about changes in the social and political dynamics of the
village. As an important element that is considered to be the motor driving the
democratization of the village. Village Consultative Agency which is an institution
that has a strategic role in the Village is expected to carry out its role in earnest,

especially in terms of budget use and supervision on the performance of Kadesh.

The research method used in the writing of this thesis is Normative legal
research method, namely to understand the principles in legislation. The

approach used is the approach of legislation and conceptual approach.
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